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PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kasus tanah yang muncul di Indonesia tidak saja mengalami peningkatan dalam
hal jumlah tetapi juga dalam hal intensitas. Karenanya konflik pertanahan perlu
mendapatkan perhatian serius dari semua pihak sebab hal ini dapat menirﬁbulkan
kerawanan social akibat tindak kekerasaq yang sering dilakukan oleh pihak-pihak
yang terlibat dalam konflik. Hal térsebut ‘ rdapat dimaklumi karena tanah
merupakan sumber daya langka yang tidak dapat diperbaharui dengan jumlah
terbatas, sedangkan kebutuhan terhadap tanah yang digunakan untuk kebutuhan
perumahan, ekonomi, teknologi, perkantoran, pabrik, tempat hiburan, peternakan,
perkebunan, jalan raya dan kebutuhan social lainnyatidak terbatas. Selain itu
tanah juga merupakan symbol status atau symbol harga diri

(Fauzi, 2002:1-2)

Hubungan manusia dengan tanah yang bersifat hakiki magis — religius itu
merupakan hubungan penguasaan dan penggunaan tanah dalam rangka
memperoleh manfaat bagi kepentingan kehidupan dan penghidupannya, baik
untuk kepentingan bersama sebagai mahluk social maupun i/(epentingan
perseorangan. Dalam perkembangannya, tanah menjadi semakin penting, karena
sebagai sumberde.lya alam yang dapat dinilai keberadaannya ‘terbatas untuk

menampung berbagai aktivitas manusia yang berkembang, sedang tanah
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merupakan sumberdaya alam yang “tidak bisa diperbaharui lagi, sehingga
berpotensi  menimbulkan konflik kepentingan mengenai penggunaan dan

penguasaannya. e

Hak Milik mgfupakan hak dasar bagi setiap warga Negara yang dijamin
konstiusi, oleh karena itu kepastian hukum pemilikan atas tanah merupakan salah
satu kebutuhan yang hakiki. Kepastian yang hakiki terwujud apabila tidak ada
keraguan dan ke khawatiran mengenai pemilikan tanahnya yang sudah didafiar,
baik merupakan keyakinan dari dirinya sendiri maupun atas pengakuan pihak

lain.

Berbagai fakta menunjukkan dari hasil penelitian dan keadaan yang
berkembang di masyarakat, bahwa kepastian hukum hak milik atas tanah
bersertifikat masih dapat dipermasalahkan, bahkan sampai menjadi perkara di
lembaga pengadilan.

Dari sejumlah 4.048 perkara perdata di lembaga pengadilan yang diajukan
sampai tingkat Kasasi selama Tahun 2001, terdapat 2006 perkara atau sekitar
49,59 persen adalah sengketa pertanahan (Toton Supraoto, 2003) .

Keadaan itu menimbulkan fenomena bahwa timbulnya masalah ketidak pastian
dapat disebabkan oleh factor kesalahan manusia, sistem pendaftaran tanah dan
lingkungan strategis. Aspek tekhnis yuridis yang menjadi sumber ketidak pastian
terutama manyangkut letak tepat dan batas, subyek hak serta prosgs perolehan

dan bukti pemilikan tanah.



Dalam sistem pendaftaran tanah di Indonesia Pemerintah melaksanakan
pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia, sebagaimana ditegaskan di dalam
Pasal 19 UUPA. Dengan Peraturan Pemerintah Nomor-10 Tahun 1961 tentang
Pendaftaran Tanah Dilaksanakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik
Indonesia secara bertahap, kemudian disempurnakan dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah . Penyempuranaan
dimaksud terutama mengenai ketatalaksanaan, sebagaimana dikemukakan dalam
penjelasan umum bahwa “ Guna menjamin kepastian hukum di bidang
penguasaan dan pemilikan tanah factor kepastian letak dan batas setiap bidang
tanah tidak dapat diabaikan. Dari pengalaman masa lalu cukpp banyak sengketa
tanah yang timbul sebagai akibat letak dan batas bidang-bidang tanah tidak
benar”.

Sehubungan dengan apa yang dikemukakan dalam uraian di atas, dalam rangka
memberi kepastian hukum kepada para pemegang hak atas tanah maka di dalam
sistem pendaftaran tanah di Indonesia diterbitkanlah sertipikat hak atas tanah
untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan. Selanjutnya dijelaskan di
dalam Penjelasan Pasal 32 ayat (1) PP 24 Tahun 1997 bahwa sertipikat tersebut
berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Ini berarti bahwa selama tidak dapat
dibuktikan sebaliknya , data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya
harus diterima sebagai data yang benar. Ini berarti bahwa bila sertipikat tersebut
bila sertipikat itu bisa dibuktikan data fisik dan data yuridisnya /tidak benar
melalui proses peradilan, maka sertipikat tersebut dapat dibatalkan. Namun
selanjutnya di dalam Pasal 32 ayat (2) PP 24 Tahun 1997, bahwa dalam hal suatu

bidang tanah sud#h diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau Badan



Hukum yang memperoleh tanah terséi%t dengan iktikad baik menguasainya,
maka pihak yang merasa mempunyai hak atas tanah ini tidak dapat lagi menuntut
pelaksanaan hak  tersebut  apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak
diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada
pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan ataupun tidak mengajukan
gugatan pada Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat

tersebut.

Dalam Pembatalan sertipikat tanah Hak Milik Nomor 229/NT/a.n. Azwar
Sutan Kayo seluas 25510 M2 menurut pengamatan peneliti masih dapat
dilaksanakan, walaupun penerbitan sertipikat tersebut sudah lebih dari 5 tahun.
sedangkan di dalam Pasal32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah sertipikat tersebllt tidak bisa digugat lagi.. Oleh karena itu
peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dan akan menulis hasil penelitian
tersebut dalam bentuk skripsi.

Selain itu Pembatalan sertipikat hanya dapat dilakukan secara Hukum
Administarsi dengan dua cara yaitu pertama hanya yang membuat keputusanlah
yang dapat mencabut keputusannya yang berupa sertipikat dalam hal ini Kepala
Kantor Pertanahan Kota atau Kabupaten, yang kedua Qapat dilakukan pembatalan

melalui Putusan Peradilan Tata Usaha Negara.

Berdasarkan uraian di atas dalam Latar Belakang penulis tertarik untuk
membuat suatu tulisan dalam bentuk skripsi dengan judul Tinjauan Yuridis
Putusan Nomor. 09/PDT.G/2007/PN.Kld Tentang Pembatalan sertipikat Tanah

Hak Milik Nomor"229/NT di Kabupaten Lampung Selatan.



1.2.Permasalahan Dan Ruang Lingk\\ﬁp.
1.2.1. Permasalahan
Berdasarkan uraian di atas sebagaimana telah ditulis dalam latar belakang, maka
yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana pengaturan Putusan Pengadilan Negeri  Nomor
O9/PDT.G/200V7/PN.Kld Tentang Pembatalan Sertipikat Tanah Hak Milik
Nomor 229/NT di Kabupaten Lampung Selatan ?

2. Akibat Hukum apa yang terjadi atas pembatalan sertipikat tersebut?

1.2.2; Ruané Lingkup

Ruang Lingkup penelitian ini adalah mengenai pelaksanaan Putusan Pengadilan
Nomor09/PDT.G/2007/PN. Kld. Di Kalianda Lampung Selatan. Dengan melihat
kepada aspek hukum yang ada, apakah pelaksanaan yang dilakukan oleh
Pengadilan Kalianda tersebut sudah sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang

berlaku.

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.
1.3.1. Tujuan Penelitian.
Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini -

a. Untuk mengetahui Pelaksanaan Pembatalan sertipikat Tanah Hak Milik
No. 229/NT oleh Pengadilan Negeri Kalianda Kabupaten Lampung
Selatan.. P

b. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi factor pendukung dan
penghambat dalam pelaksanaan Pembatalan Sertipikat Tanah Hak Milik

No. 229/NT tersebut.



1.3.2.

Kegunaan Penelitian.
Secara teoritis kegunaan penelitian ini adalah sebagai kajian ilmu
pengetahuan hukum terutama hukum Administrasi Neg;lra dalam rangkz;
memberikan penjelasan mengenai Pembatalan Sertipikat Tanah Hak Milik
No. 229/NT di Pengadilan Negeri Kalianda Kabupaten Lampung Selatan.
Secara praktis kegunaan penulisan ini adalah seluruh rangkaian penulisan
yang diharapkan dapat lebih memantapkan penguasaan fungsi keilmuan
yang dipelajari mahasiswa-mahasiswi selama mengikuti program
perkuliahan Hukum Administrasi Negara pada Fakultas Hukum
Universitas Lampung.

Sebagai tambahan informasi bagi para pihak }-'Iang akan melaksanakan
penelitian lanjut di bidang Pembatalan Sertipikat Tanah Hak Milik.

Untuk merumuskan rekomendasi di bidang Pembatalan Sertipikat Tanah

Hak Milik di Kabupaten Lampung Selatan.



